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Kebemian Sskah pada waktu pe"mhs beﬂu%s sebaga1 Staf Ahli di
Enspektomt Tenderal “Departemen - Kenangan, -sekitar tahun 1979 sampai
dengan tahun: 1988 terjedi peristiwa yang cukup menarik perhatian seluruh
masyarakat, yakni -kasus ‘perkara -pidana korupsi ‘yang dilakukan oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan CLkaa yan pada wakm itu dijabat
oleh Drs. Kusmayadi.-

- Pada “wakiu dtu penuhs mendapai ‘tugas untuk turut -membahas dan
memantay kasus mengenai penyalai-gunaan jabatan yang diidkukan oleh
pejabat teras Ditjen Bea dan Cukai tersebut. '

~Uraian “dibawah - ini merupakan-bukii yang nyata ba.hwa pengawasan
melekat - seharnsnya dlpamhl Semua pejabat Pemermtah ttda:c berjalan
sebagaimana mestinya. :

“Drs Kusmayadi- selaku - Sekretans D:rektorat Jenderai Bea dan Cukai
Depariemen Keuangan pada pericde sekitar tahun 1979 sampal dengan tahun
1981; berlokasi di-Kantor besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukal JL
Achmad Yani Jakarta Timur atau di Bank Eksim Indonesia Cabang Tanjung
Priok Jakarta Utara atau di Bank Eksim Indonesia Cabang Jatinegara Jakarta
Timur, dengan atau-tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suafu-badan telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatannya atau sarana yang ada padanya
karena jabatannyz atau kedudukannys yeng secara langsung atau tidak
langsung dapat merugikan keuangan negara atau perckonomian negara,

" perbuatan mana dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan

menyalahgunakan kekuasaan, memberi kesempatan, daya upaya, atau dengan
séngaja memberi kesempatan, daya upaya, atau dengan sengaja memberi
kesempatan kepada Kamariyoen, Ragidah, Lody Rumambie (Kesemuannya
adalah Pejabat-pejabat Bea dan Cukai bawahannya dari Drs. Kusmayadi),



Hulum dan Pembangunan

ara antara La.m sebagai berikut:”

M@ny@iaé‘agumkan kewemngm, k@@@mp&ﬁ;am ama@ samm Emrena

“iabatan atau kedudukan, yaio:

g

Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu
Pimpinan Direkiorat Jenderal Bea dan: Cukal, didalam pengurusan
keuangan dan kewenangan memberikan persefijuan penggunaan
dana Ezrektorat Jendefai Bed. dan Cumn D E{usmayada teian

dam Kamamy{)en {Ka‘baa’ Keu&ngan) namun yang ber‘;angkumn:_”

tidak pernzh meélakukan pengecekan atas kebemaran alasan
pengeluaran tersebut dan terdakwa langsung menandatangani setiap
cek-cek yang dilampirkan bersama dengan alasan-alasan yang tidak

benar (fikiil} dimaksud, sehingga dana-dana Direkiorat Jenderal
"Bea dan Cukai yang disimpan di Bank Ekspor Impor Indonesia

Cabang Tanjung Priok berhasil dikeluarkan vaitu dari:

- Rekening MNo. 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,-

--  Rekening No. 311084 sejumlah Rp. 24.620.200,-

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Mo,
330/MJ/1968 tanggal 26 September 1968, -dinyatakan bahwa
terhadap tiap Tata Usaha Kas dan Surat Berharga Milik Negara
harus dilakukan pengawasan secare tertib dan berkala, namun
selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan
dan kewenangan memberikan persetujuan - penggunaan - dana
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs. Kusmayadi tidak pernah
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya
vang yang dikeluarkan kepada yang berhak sesuai dengan maksud
pengeluaran vang iersebut.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.

SE-01/M/V/1908 ianggal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran
Bank Indonesia No. SE-10/8/UPUM tanggal 16 Nopember 1977,
dilarang mendepositokan uang Anggaran Megara dan Daerah,
namun Drs. Kusmayadi selaku Sekditjen Bea dan Cukal maupun
selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
didalam persstujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai sejumlah Rp. 81.500.000,- di Bank Ekspor Impor Indonesia
Cabang Tanjung Priok atas nama Kabag Keuangan Ditjen Bea dan
Cukai dan selanjutnya bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.00,-
telah dimasukan ke Tabanas milik pribadi Kamariyoen yaitu
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Tabanas No. 007/002767 di Bank Ekspor Impor Indonesia C_a?{}ang
Tanjung Priok.
Dirs, Kusmayadi selaku Sekditien Bea dan Cukai maupun selaku

- Pembantu Pimpinan Direktorat Jfenderal Bea dan Cukai, didalam
_pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan
penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tldak pernah
.-melakukan ﬁeaweﬂeiqdn kembali ataupun_pengawasan atas dana
' -__E;rel"im at. lﬁ’mderal Bea. dan Cuk&: yang d;depesxfokan pada saat
jatuh tampo (pmcaxmn)

Selaku Sekditjen Bea dan Culfzn maupun selakn Fembdﬁm Pimpin-

_an Direkforat Jenderal Bea dan Cukai, dxdaiam pengurusan

keumgm dan kewmmnﬂam memberikan persetajuan peEnggunaan
dana  Direktorat . Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah
meﬂaﬁ}dafangmz girg bilyer Serl E Mo. 332102 dengan nilal Ep.
145.250.000,- dengan fujuan sebagal setoran ke Kas Negara selaku

pendap&taﬁ Megara, penandatanganan atas giro Bilyet mana
~dilakpkan oleh terdakwa dengan membiarkan kolom penerima

{Rekening Penerima) pada giro bilyet tersebut dalam keadaan
kosong (hlanko), sedangkan seharusnya penandatangan ter%i‘at
dilakukan sstelah kolom penerima dalam giro bilyet tersebut diis
teriebih dahulu.
Bahwa berdasarkan Keppres 14 Tahun 1979 Departemen/Lembaga
dilarang melzkukan pengeluaran atas beban Belanja Negara untuk
tujuan Iain dari pada yang ditetapkan, namun selaku Sekditjen Bea
dan Cukai maupun selakn Pembantu Pimpinan Direktorat Fenderal
Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangun
memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Drs. Kusmayadi telah menandatangani surat No. 5-
219/BC. 141/1981 tanggal 6 Februari 1981 yang ditujukan kepada
Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Jatinegara yang isinya antara
lain permintaan agar melakukan pemindahbukuan dana sejumlah
Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (Pemilik rekening atas
nama Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai) ke Rekening 000574
(Pemilik Rekening atas nama Kamariyoen).
Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selako Pembantu Pimpin-
an Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam persetujuan
pav‘i sounaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Prs.
Kusmayadi tidak melakukan pengawasan atas penyetoran hasil
pemuahn Blanko PPUD ke ¥as Negara sebagal pendapatan
Megara.
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Eamgan mjuaﬂ men@wmng%@am diri sendiri atau orang Ixin atan
~ sualy %ﬁ@an : DRI
- ".Bahwa uang-nang yang | herasai dari:

g

Cek-cek yang dmmgkan afau dlpmdahbuknkan darl Rekening
. _."?s} 1083 se;umlah Rp. 573.326, 9"?2 06 dan’ dari Rekmmg 3114384
e sejumiah Rp. 24.620. 200 yang scharusnya oleh terdakwa selaku

i sekditjen: ditakukan pemaebekén atas kebenaran alasan pengeluaran -

A dan pengawasan atey pemeriksaan sampai atad tidaknya kepada
. yang. berhak, namun Jhal ;@mebut ndak d1ia}*uh&n oieh Dy, o

Kusmdydda

~Uang deposito- aejumlah Rp. 81 500, (}9{} ddn bLnEa deposite
‘sejumniah Rp. 15.265.000,- yang seharusnya oleh Drs. Kusm ayadi
" selaku Setditjen dilakukan pengawasan ataupun pengecekan apakah

telah ‘disetor kembali ke Rekening Bea dan Cukal pada saaf jasuh

~ tempo, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa,

Uang ssjumnlah Bp. 145.250.000,- dari giro bilyet Seri E No.

332102 yang scharusnya oleh Drs. Kusmayadi selaku Setditjen

ditanda tangani dalam keadaan kolom penerima terisi, namun oleh
Drs. Kusmayadi ditanda tangani dalam keadasn kosong. !

Uang sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (milik
Ditjen Bea dan Cukai) yang dipindahtangankan ke Rekening
000574 (Milik Kamariyoen). Semuanya telah digunakan oleh Ka-

'.mar;yoeﬁ Rasidah, Lody Rumambie, untuk kepentingan mereka

send;ri-sendiri atau uniuk } ifepanmnﬁan orang lain atau suatu badan.

Secara Eai‘ﬁéguﬁg atan tidak langsung dapat merugs%an kevangan
Megara atau perekonemian Megura

a)

b)-

Bahwa akibat perbuatan Drs. Kusmayadi:

Menyetujul dan menandatangani setiap cek tanpa mengecek
kebenaran alasan yang dizjukan dan tanpa melakukan pengawasan
dan pemeriksagn atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan
kepada yang berhak.

Menyetujni pendepositoan uang dan tidak pernah melakukan
pengawasan ataupun pengecekan atas kembalinya uang yang
didepositokan dan bunga deposito ke Rekening milik Ditien Bea
dan Cukai.

Menandatangani giro bilyet serl E No. 332102 dengan membiarkan
kolom penerima pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong.
Memindahbukukan dana dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea
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d%n Cué«:al.) ke Rekemng {}00574- (Mzhk Kamanyoen}

o I“viaka Ditjen Bea dan Cukal Departemen Keuangan Q. i telah diru g}kaﬁ
Si’“ﬁ@s&f Rp Ae 007; 186% 172, % .y e . .

Meéanwmr pas&i 1 ayai 1 hmmf b, 3@ msal 28 ’MJ No 3.“‘tahun
E%’M 'gjasaé 559 56, 64, .

sel _ngumyd Drs; _Kusmayadi.seiah Sekretams Dmeﬁ Bea dan Cukaz
secara berturat-turut dan be Ligmmuﬁang yang dapat dipandang sebagai
Si* afu ranmf:asan perbuatan. heri&maﬁ {Voorgezeﬁe Handelmg) atau yang
. ‘masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (Meerdaad-
- gehe Samenioop), dengan melawan hukum. melaknkaa perbuaidn merm-
"perkaya:diri sendiri atau. orang lain: ataw suatu badan yang secara
o langsung. atau tuiak 1anvsung dapat mamﬁ'lkan %ceuzngan negara afau
y - pezek@nommﬁ negara, perbuamn mana, dllakukan dengan salah memakai
kekuasaan,:atay dengan sengaja m&mbem kasempa‘zan daya upava,
kepada Kama.rtyoen R‘.sxdah yEudy Rumambze dengan cara-cara antara
. lain sebagal berikut:.. ¢

. - Didalam penﬂuwsan keuangan dan kewenanwdn membemkcm perse-
tujuan penggupaan dana _Dz_r@i{to;rat .’{ enderal Bea dan Cukai, yang
bersanghkutan telah menerima pengajuan alasan pengeluaran dana
oo tidak “benar - (fiktif) daci Kamariyoen. (Kabag Kenangan) namun
L oyang bersaﬂgkutan tidak pernah - melakukan pengewkar} atas
.+ ‘kebenaran alasan - pengeluaran. tersebut dan langsung menanda~
tangani setiap cek-cek yang dﬂampnkan bersama dengan alasan-
alasan tidak benar (fiktif) dimaksud, sehmwga dana-dana Direktorat
- ¥enderal Bea dan Cukai yang disimpan di Bank Ekspor Impor
g :indonesza Cabang Tanjung Priok berhasil dikeluarkan, yaitu dari:

- Rekening No. 311083 sejumiah Rp. 573.326.922,06,-

. - RekeningdNo. 311084 sejumlah Rp. 24.620.200,-.
‘=~ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.IU I‘Jo
fo 330/M/V/I968 tanggal 26 September 1968, dinyatakan - bahwa
- terhadap tiap Tata Usaha Kas dan Surat Berharga milik Negara
harus dilakukan pengawasan secara tertib dan berkala, namun
. Sekditjen Bea dan Cukal manpun selaku Pembantu Pimpinan
: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan
- ©+ dan - kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana
| Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang bersangkutan tidak pernah
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampat atau tidaknya
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uang yang' ’dikeluz{rkén kéﬁéda yang berhak sesuai dengan maksud
pe-ageiuaran uang tefsebut

4, Melakukan perbﬂatan memperkaya dm sendm atau orang Eam atai:
- suatu Badan. :
© - Bahwa uang-uang yang' ‘Derasai dari: e N\ .
- Cek-cek yang diuangkan ataupun d1pmdahbukukdn -;iar; rekening
311083 sejumlzh Rp, 573.326.922,06,- dan dari Rekening 311084 =
. sejumlah Rp. 24.620.000,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku
| ;_:_Sekditjen dilakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengelueran
" dan pengawasan atau_pemeriksaan’ sampal ‘atau tldakny& kepada
_ ““yang berhak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.

- — " Uang deposito’ sejumlah ‘Rp. 81.500.000,--dan bunga deposito
- sejumlah Rp. 15.265, .000,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku
‘Sekditjen daiakukan pengawasan ataupun pengecekan apakah telah

disetor kembali ke Rekening Bea dan Cukai pada saat jatuh tempo,

namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. -

- Uang sejumlah Rp. 145.250.000,- dari giro bilyet Seri E No.
332102 yang scharusnya oleh terdakwa selaku Sekditjen ditanda-

* tangani dalam “keadaan kolom penerima terisi, namun oleh

~terdakwa ditandatangani-dalam keadaan kosong.

Sebagai antiklimaks dari seluruh rangkaian peristiwa pidana yang melibatkan
Drs. Kusmayadi, ex-sekretaris Ditjen Bea dan Cukai dan yang sekarang
menjadi terdakwa, yaitu bahwa yang bersangkutan harus mempertanggung-
jawabkan perbuatannya di hadapan sidang Pengadilan.

Pada tingkat pengadilan Negeri Drs. Kusmayadi dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana "turui serta melakukan tindak pidana korupsi yang
dilakukan beberapa kali", dan karenanya yang bersangkutan dihukum pidana
penjara 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 15 juta,- (Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Timur No. 46/Pid/B/1987/PN. Jak.Tim.)

Pada tingkat Banding, Pengadilan Tinggi DKI Takarta dengan putusan No.

296/Pid/1987/PT DKI, menghukum Drs. Kusmayadi dengan hukuman
penjara selama 2 tahun, disertal pula dengan hukuman denda sebesar Rp. 15
Juta.

Selanjutnya pada tingkat Kasasi, hukuman pidana penjara yang dijatuhkan
kepada Drs. Kusmayadi selama 2 tahun oleh Pengadilan Tinggi, diperbaiki
sekedar mengenai kwalifikasinya, sehingga berbunyi: "Menyatakan terdakwa
Drs. Kusmayadi tersebut terbukti secara sah dam meyakinkan bersalah
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melakukan tindak pidana” membantu muﬁakukan tindak pidana korupsi vang
‘dilakukan beberapa kali®, o

Akhir kata, sebagai kesimpulan pemulis .2.’3‘{’&_ nu;n menekdﬁkan hmm_l
bawa, - terjadinya punyunpdnwan»pmy;zszg‘,__"fm . dan Cpenya 7
waawanang dcirt -para_pejabat gelaku dpama,ur pemer;nmh
lemahnya fungsi pengawasan.
Kelemahan pengawasan tersebui se : :
adanya kelemahan dalam hal i'ilr,l kukan amda.k Ianjut terh adap tomuan hasil
B pengawsan.; ?duml hasil ‘guna pengawasan sanwaﬁ: tez‘frdﬂmnw dau tu;,jd?,
lanjut yang cepat, _ieﬁas dan tepat. _
Beherapa m&wr _,rafzgz, me;upakan kendala. dalam mei'zkukan tmddk fanju

antaradain: = =
30 ."be.«_s.ﬂﬁ;@ udék teg dan rasa segan sntuk mt,nm,ak pegawal baw LH«v.J
. sendiri.

2. . Takut timbul reaksi, %«:arena pimpinan mempunysi kelemahan sen dn";
-.yang mungkin akan dibongkar oleh bawahannya;

3. Kolusi A\

4, Pimpinan kurang menguasai dengan haik teknis pelaksanaan peker] dan,

3

PELAYANAN "MUBUM Zo BAMGUMAN" eatel

.
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Hulm dan Pembangunan

menyelenggarakan keramaian umum

} " tanpa izin, Ke41 mahasiswa i

Setelah empat tahun memperka-
1akan tanah dan - mmahnya yang

terwusur
Kedungombo, 34 warga Kedung-
ombo akhirnya boleh sedikit lega.
hiahkamah Agung dalam putusan
kasasinya terhadap gugatan mereka
menyaiakan bahwa dalam perkara
tersebut  Gubernur Jawa  Tengah
sebagai pihak tergugat telah mela-
lukan tindakan melawan hukum.

L3

RK (50), yang sehari-harinya
berprofesi sebagai Notaris/Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), ber-
sama seorang karyawannya LI (30),
diseret ke Pengadilan Megeri Cian-
jur. Mereka didakwa telah melakn-
kan penipuan terhadap Hidayat,

warga Cianjur, sehingga mengalami

kerugian sebesar Rp. 25 juta.

Sebanyak 41 mahasiswa dari ber-
bagai perguruan tinggi di Indonesia
dijatuhi hukuman denda Rp. 2000,-
oleh Pengadilan MNegeri Jakaria
Pusat. Mereka dinyatakan bersalah
melanggar pasal 510 (1) ke-1 yaim

menyatakan kasasi
‘majelis hakim fersebut. -

“untuk  proyek  waduk

~dibina .

atas  putusan

Dua angg()ta Senkat Bu{uh

uejahiera Indonesia (SBSD), SZ (29) -
dan AZ alias 3 (30) dxhadapkan ke .

AZ didaz{wa i‘urut dalarn un_;uk rasa
buruh yang terjadi di Medan sekitar
April lalu. Mereka dituduh melang-
gar pasal 160 jo 55 ayat 1| KUHP.

Hesk

Presiden Soesharto menekankan
kembali pentingnya upaya memper-
cepat penggantian barbagal peratur-
an dari masa penjajghan Hindia-
Belanda yang hingga kini masih di-
gunakan. Selain itu dalam pemba-
ngunan bidamg hukum juga perlu
sistem. . peradilan  sebaik
mungkin, agar:benar-benar dapat
menjadi benteng terakhir yang
kukuh ‘dalam penegakkan hukum
dan rasa keadilan.

Hkek

Tim Keppres 34 kini sedang
merancang  tiga undang-undang
(RUU) untuk menyesuaikan un-
dang-undang hak cipta, undang-
undang hak paten, undang-undang
merek yang telah ada terhadap
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- ketentuan putaran Uriguay. Hal‘it .

dikemukakan oleh wakil sekretaris
kabinet, B&mbdnw Kesowo, ketika
menanda—tdngam kery. sama dengan
-i’&kuih‘s Hu?um Unwersﬁéﬁ; Indo—

Lembaga-lembags’

“tugas  pengayoman “dan memberi
keaditan. Persoalan mendasar’ yang
dihadapi- lembaga-lembaga hukum
itu adalah ketidak-berdayaankarena
sistim kehidupan berbangsa dan ber-
negara terla-syarat dengan dominasi
eksekutif atas vudikatif dan legis-
fatif.

 Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN), Prof. Dr. CFG.

S{muryaii Hartono, S.H., mene-

hukim di
“indonesia- telah gagal” mengenban
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- Z_PHK sgpxha}: gara—gard menoadu ka, |
SBPRD: Kaoupaten Malang dan mo-
; fg_O.I*g._ker}a menuniut pgr_baxk_.m u_p_an.

Kasus langka seperti yang . di-
alami oleh AY '(13), yang ferakhir

o mempunyaz keiamm perempuan tapi
“ierasd sebagal anak lakilaki tulen
-"aidnrny& selesai dengan kelaarnya

penetapan -dari Pengadilan Negeri
Jdkarta Barai Majem hakim mene-

mpkau statug AY yang sﬂmuid wum—

8 menjadl Taki- iaki

Pengadilan Megeri Jakaria
Selatan akhirnya menghukum Drs.

.. Maman Suparman (48), mantan wa-
":kxl kepdld Bapindo, cabang Jakarta,
* 9 tahun ‘penjara ditambah denda Rp.
.15 juta, subsider 3 bulan kurungan,

gaskan pengadiian masih kurang .0 ¢

berperan dalam pembangunan hu-
kum. Hal itu terbukt befum adanya
dapat

yuris-prudensi - tetap  yang
dijadikan sebagai acuan hukum.

Mdhkdmdh Agung kembali mem-
buat ke}utan setelah mengabulkan
gugatan warga Kedung Ombo, lewat
putusannya hakim MA mengabulkan
perdata 22 bekas buruh pabrik PT
Sidobangun, pabrik  plastik  di

BAATmmrr EAmenfon vardinlal svewn berelyne

~ Majelis hakim PTUN (Pengadil-
an Tata. Usaha Negara), menolak
gugatan para demang {kepala adat)
F.alimantan Tengah. Mereka meng-

‘gugat menteri dalam negeri, Yogie

S Memet, dalam perkara pencalon-
an Warsito Rasman sebagai guber-
nur Kalimantan Tengah.

e

I W S N . F . . [P T




370

~meneliti . produl-produk - hulum
kolonial yang: aingga kini masih ada
dan. ‘berfaku - di- Indonesia. ¢ Dari
penelitian itu nanti akan terlihat
produk hukum mana saja yang bisa
dipakai dan vang tidak.

Pumsan Mahkamah Agﬁng vang
o mengabu}kan 22:buruh memberikan
banyak arti. Ditengah sorotan dunia
terhadap kondisi burvh di tanah air,
putusan ity bisa memberikan suatu
jawaban bahwa halchak bureh bisa
diperiuangkan lewat jalan konstitusi-
opal. Putusan tersebut buat para

AN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?

HUBUNGILAE PUSAT DOKUMENTASI BURDUM
FARULTAS BUEUM UNIVERSITAS INDOMNESLA.

Hukum dan Penbangunan

- pengusaha dapat dijadikan pelajaran.

. Kaptex’a _{?nf)_ Kusa?efi.(@); mén— _

tan Komandan Koramil 0816/04 Pg-

jara 9 bulap dipoiong masz tzhan

-sementara dan diharugkan memba-

~yariongkos “perkarz REp. 2.000¢
> .. . 5 . .
Putusan dalam kasus Mar-singh it

lebih ringan 9 bulan dibanding
muntutan  Oditur Kolone}; (CHE
Srihadi, 8. H

aTA, TELR. (G21) 338432

‘rong, Sidoarjo oleh Mahkamah Mi-
- liter JI1-12 Surabaya dihokum . pen- .
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'”-_}if,{jmis - ’i ﬁi‘ﬁi mem r'taﬁya%;aﬁ
-impiemamas; kongrak  bagi hasil
vang dijalankan Pertamina sejak 22
tahun, tanpa didukung kebijaksana-
an - Peraturan = Pemerintah - (PP)
seperti vang tertera dalam - Un-
dang-undang No.8 Tahun 1971 ten-
tang Pertamina. Ketiadaan Peraturan

Pemeringah  ini  dinilai — sebagal
penyebab  kurang  transparannya

Pertamina schingga menjadi cikal
bakal ketidak-pastian iklim investasi
dalarn dunia perminyakan nasional.
‘Demikian terihgkap dalam rapat
kerja “Menieri Pertambangan - dan
Energl, 1B Sudiana, dengan komisi
VI DPER di Jskara, hari Selasa ©
Juli.

Kepala BFHN Departemen Keha-
kiman,Prof DR CFG Sunaryati Har-
fono, S.H.,menyarankan agar DPR-
RI segera melenghap! tenaga pena-
sehat dan siaf ahli demi menjamin
keberhasilan  program  legislasi
nasional. Tanpa kehadiran staf ahli
pembahasan atas rancangan undang-
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undang  akan sulit @
Sunaryati Hdatono menrenui
saran tersebut dalam deagar :]Li;-

-dapat dengan komisi Il DPR-RJ di
Jakarta, Selasa 5 Juli.

ety

Megara Lingkungan Hidup, Sar-
wono Kusumaatmadja, meminta PT
Freeport Indonasia Company (Fil)
melakukan pemantavan lingkungan
terutama terhadap perubahan fisik
dan kimia Sungai Aykura yang
dipakai sebagai tempat pembuangan
limbah pertambangan. Hal it ter-
ungkap dalam rapat kerja dengan

komisi 3 DPR-RT di Izkarta, Senin
4 luli.
Persyaraian tidak perna

dihukum penjara vang diterapkan
untuk setiap calon pegawal negri
hertentangan dengan konsep pema-
syarakatan vang intinya mengemba-
likan seseorang yang pernah me-
langgar aturan ke dalam masya
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* Karang,
'Lampung

ek

Ketua DPR/MPR-RI, “Wahono,
menyatakan perlunya penyamaan
persepsi tentang pers yang bebas
dan bertanggung jawab. Dalam hal
ini setidaknya ada dua pihak yang
berkepentingan, yaitu pemerintah
dan kalangan pers. “Wahono me-
ayampaikan hal it ketika menutup
masa per%:dangan v DPR di
Idkdr{d Sabiu 9 J uli

£

Kelompok usaha berskala besar
asal hongkong, Hopewell Corp.,
dipastikan akan menjadi perusahaan
penanaman modal asing  pertama
(PMA) dengan pemilikan saham
100% di bidang pembangkit tenaga
listrik. Hal i disampaikan ketua
Badan Koordinasi Penanaman
Modal, Ir. Sanyoto Sastrowardoyo,

rakat. Oleh Parma itu, purayaraian:

sabm & 'Aﬂustus d; Banddr' '

Hukum dan Pembangunon

_ ' dalam rapat dengar pendapat dengan
:'_ ~komisi VI DPR di Jakarta, Senm 4
Juh '

endala tekms an"gdi‘an

ps:koiog;s da}am menjamm Sukses
“pelaksanaan

program -
nasional akan teratasi jika status

‘Badan Pembinaan Hukum Nasional

(BPHN) ditingkatkan menjadi lem-
baga pemerintah non departemen.
Hal itu disampaikan wakil Ketua
Komisi HI DPR, SK Effendi, S.H.,
ketika dnubunwi pers di }akarm
Rabu 6 Juli,

ek

Sehubungan dengan pengaduan
sepuluh orang petani yang lahan
perkebunan karetnya digusur PT.
Perkebunan X ke DPR-RI, Menteri
Pertanian, Sjartfudin  Baharsjah,
menyatakan  bahwa  pemerintah
membuka pintu seluas-fuasnya untuk
mendiskusikan masalah  tersebut
guna mencarl penyelesaian yang
adil. Hal itu diungkapkan Menteri
Pertanian dalam rapat kerja dengan
KomisilV DPR-RI di Jakarta, 3
Juli,

sk

ieglsiaai o



Fakultas Hudoum

UL Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Prof. Dr.
Charles Himawan, ‘S.H., LL.M,
berpendapat bahwa rtendahnya ke-
pastian ‘hukum dibidang transaksi
kemangan di Indonesia merupakan
faktor ~penting ~ yang seharusnya
ditangani lebih serius oleh peme-
rintah. Bila masalah ini terus ber-
larut-larut akan tetap menimbulkan
kebimbangan yang makin meluas di-
kalangan "Investor”, kendati peme-
rintah berusaha. mengucurkan se-
rangkaian tindakan  deregulasi.
Charles Himawan mengemukakan
pendapatnya kepada pers di Jakarta,
Rabu 10 Agustus 1994. Hal -itu
disampaikannyamenanggapipernya-
taan Gubernur Bank Indonesia yang
menyatakan bahwa ada tiga faktor
resiko ketidak-pastian yang dihadapi
Indonesia dalam “fahun anggaran
1094/1995, yaitu situasi harga
minyak bumi, kenaikan impor yang
berlebihan, dan gejolak nilai tukar
mata uang mnegarz industri ytama,
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khususnya yen terhadap dollar AS:
- QN |
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Hukuom, Fakultas Hukum Universi-
tas  Diponegoro, Semarang, Prof.

‘Satjipto - Rahardjo, S.H., menge-
~ukakan - bahwa  Indonesia. perlu

mempunyai undang-undang tentang
ketentuan-ketenfuan  Dmum  pem-
buatan undang-undang. Peraturan
itu diperlukan untuk memberi pedo-
man dalam pembuatan undang-un-
dang baru serta memperlancar peng-
gantian peraturan peninggalan Hin-
dia-Belanda. Pendapat itu dikemu-
kakan Satjipto Rahardjo kepada pers
diseia-sela seminar hukum nasional
V1 di Jakarta, Sabtu 30 Juli.

sk

Lnika Atma Jaya. Fakultas Hukum
Unika Atma jaya menyelenggarakan
seminar dengan tema "Perlindungan
Hykum Bagi Kaum Buruh” pada
hari Rabu 27 Juli 1994. Dalam
seminar tersebut Sekjen Serikat
Pekerja Buruh Seluruh Indonesia
(SPSI), Bomer Pasaribu, berpenda-
pat bahwa buruh belakangan ini
telah banyak mewarnai masalah ke-
ienagakerjaan. Lebih lanjut Bomer
Pasaribu mengemukakan, sekitar
21% sumber unjuk rasa dan pemo-
gokan berasal dari masalah peng-
upahan dan kesejahteraan.

e
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Usuy Gum Begar. Hukum'’ Agraﬂa

Fakultas Hukum ' Un iversitas
Sumaira Utara, Prof. Dr. A.P.
Parlindungan, S.H., berpendapai

‘bahwa ‘pemerintah’ per}.u menegas-
'jkan ‘kembali: _mengenai siapa ‘yang
‘digebut sebaﬂal penduduk Indc aesia.

‘Péeregasan ity penting: uni:u%: meng-.
:-:;hmdam ":keszm@aag szman kﬂtena' ':
‘pendudik: ‘Tndonesia: ‘yang diatur

‘oleh Undang-undang’ No.: 5 tahun
196G ‘fentang - ;{etsnman Pokok

Agrarsa (UURA) . dan - ketentuan
imigrasi, terutama dalam. kaitannya

dengan’ keﬁwngkmaﬂ pemxhkan hak

atas tanah bagi warga negara asing

‘dan badan hukum’ asing,"Pendapat

“itu - ‘disampaikan

dalam 'suatu
seminar yang diadakan Duia Bunga
Khatulistiwa di- Jakarta; Rabu
tanggal 27 Juli.

LS

" Fsikon don P@mgﬂ’ﬁgwﬁ&@

-EJN?@EP‘ Gum “Hesar. ?&kaims Hum.
- ium Uuwer»was Asﬁax}gé,a ﬁﬂmz

Soemndye Wzgnpsoabz@m E H

I o
kepada 34» kepa}a-_s.':kaiuarga

.mgmpakan ‘sebagian - keeil - dan
warga K@:img@mbo ‘Atas “per-
nyataan - tersebut.. - Soetandyo

Wignjosoebroto berpendapat bahwa
goal keadilan jangan dilihat. dari
Jumlah orang yang melakukan tun-
tutan. Sekalipun hanya satu orang
yang menuntut keadilan tetap harus
dihormati, Pendapat itu disampai-
kanﬂya kepada pers Rabu 27 Juli,

P

Engkau jelas bersalah jika melakukan penindasan
Dan engkau dapat pula E‘.%ersaiah ;ﬂ(a memblarkan pemndasan _

o ==

{Emsmas %);am'éﬂ)

Serangan Muéuh
Tapi tiada tentara ya
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* Meskipun-Republik Tndonesia telah terbentuk hampir setengah -abad
“lamanya, namun debat-debat intelektual ‘mengenai asas-asas kehidupan
‘bernegara belum juga kunjung selesai. Dikatakan debat-debat intelektual,
karena secara politik, barangkali asas-asas kehidupan kenegaraan itu-telah
dianggap selesail Kita sekarang memiliki UUD 1945 yang berlaku kembali
*dengan Dekrit Presiden Juli 1959. Problemanya, seperii tekad Pemerintah
‘Orde Baru, ialah "melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen".
“Tetapi secara ‘intelektual, tekad Orde Bam itu bukannya tanpa m&saidh
Masainya UUD 1945 yang ditafsirkan menurut versi apa?

' “Dengan demikian, penafsiran konstitusi akan memainkan peranan yang
penting. Bukankah pengalaman telah menunjukkan kepada kita, bahwa di
bawah UUD ‘1945 yang sama, kita telah memberlakukan tiga sistem
demokrasi, vaitu demokrasi “liberal”, “terpimpin” dan terakhir "demokrasi
Pancasila". Ketiga sistem demokrasi itu masing-masing mengklaim dirinya
berdasarkan UUD 1945. Mengapa di bawah satu UUD yang sama, lahir tiga
sistern demokrasi yang berbeda ? Banyak faktor yang dapat menjefaskan
semua ini. Titik folak penafsiran terhadap konstitusi, juga merupakan salah
satu faktor yang penting.
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; aﬁ;as m;lah Kifa - menyxmak Jkarya . Marsxﬂam
Negara inieﬁmiistzk sebagaz saiah satu karya_

Indonesia mer 8_3.--."'_' Yelak %cemudaan na.n -sepam dﬂamﬁkan e:)leh:i -
Pemarintah Eepang itu, Soepom{; mengemukakan adanya ‘tiga "aliran

pemikiran” ‘tentang negara, yaitu “teori individualistik”, "teosi golongan®dan ™ -

“teori integralistik”. Soepomo menolak dua teori periama, dan menyokong
teari ketiga vang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller dan Hegel. Negara
integralistik, yang juga disebut Soepomo sebagal "negara totaliter” tidaklah
mementingkan kebgbasan individu ataupun mementingkan suatu kelas atau
golongan tertenty seperti dalam. paham negara individualis dan negara kelas,
Menurut faham mtegrahsz:k mgara didirikan npituk ”’menjamm masyarakat
seluruhnya sebagai persatuan’, dimana "ssgala golongan, segala bagian,
segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain” secara organis.

 Apa yang penting dalam fzham integralistik, menurut Sogpomo
kemudian menunjukkan negara Masionalis Sogialis (Nazi) Jerman di bawah
pemerintahan Adolf Hitler dan Dai Nippon di bawah Tenno Heika sebagai
manifestasi ‘paham negara integralistik. Di bawah Nazi berlaku prinsip
“persatuanantara pimpinan dan rakyat”, yakni suatu priosip yang menurt
Soepomo “cocok dengan aliran pikiran ketimuran”. Sedangkan di bawah
Tenno Heika, negara didasarkan atas "persatuan lahir dan batin yang kekal
antara  Yang Maha Mulia Tenno Heika, negara dan rakyat Dai Nippen
seluruhnya. Tenno-adalah posat rohani seluruh ralkyat. Negara bersandar atas
kekeluargaan”. Dasar persatuan dan kekeluargaan ini, menurut Soepomo
adalah "sesual dengan corak masyarakat Indonesia”. :

:Sampal disinl gagasan Soepomo memang mengandung probiema
Marsillam mencoba untuk mengingatkan bahwa pikiran-pikiran Soepomo
harusiah - dikembalikan kepada situasi apa ia mengucapkan pandangan-
pandangan itu. Di bawah tekanan pemerintah Balatentara Jepang saat iy, tiga
pilihan negara yang dikemukakan oleh Soepomo sebenarnya hanyalah pilihan
semu. Adalah kecil kemungkinannya para anggota BPUPKI akan memilih
negara individualis (Amerika dan Inggris) dan negara kelas (Rusia) yang
dimasa itu adalah musub-musuh Jepang.

Pilihan tinggal sam-satunya ialah mencomoh Jepang sendiri dan
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3 erman. {yang merupahan sekufu j epang) dan mencari kesesuaiannya dengan
"susunan ketatanegaraan . ash indonesm Paham negara integralistik yang

~ dikenmkakan.. Soepome memang akan membawa Imphkam kepadu konsep' :
keddulatan negara, kepemxmpman nevara bentuk negara dan hubungan:-

. antara - rakyat dengan pemimpinnya, terma%uk -persoalan_hak-hak asasi

kecal yang memmuskan pembukaan;_'U%}D-; 1945 yang justru _memuat

manusxa Memano menjadi persoaian dpakah paham mtegrahstik Soep(}mo__

btaatsxdee negara Indonesm Diterimanya. bentuk. Repubhk ‘bagi Endonesm
merdeka. dan. dltegciskannya pasai«pasal tentang -hak asasi. manusia. dalam
rancangan ‘UUD itu disamping tidak satu perkataanpun dalam UUD 1945
yang mengg,unakan “igtilah - mtegrdhst:k atau . totaliter. bagi Marsﬂiam
mempaka"l isyarat yang kuat bahwa ide Soepomo itu telah ditolak. _

- -Soepomo sendiri tak pernah iacl menggunakan istilah-istilah di atas
da?am sidang-sidang BPUPKI, setelah ia mengucapkannya dalam sadang
pertama tanggal 31 Mei 1945 lebih jauh, bahkan Soepomo sendiri tak pernah
lagi mengemukakan pandangan negara mtegrahstzk dalam berbagai pubhkam
ilmiah yang diterbitkannya di masa kemudian. Hal yang lebih meyakinkan
ditolaknya paham integralistik, menurut Marsitlam, ialah penegasan Soepomo
sendiri di tahun 1948, bahwa ia mengakui pasal 28 UUD 1945 adalah pasal
yang memuat hak asast manusia suatu hal yang sebenarnya ditolak oleh
paham integralistik. "Bersamaan dengan itu, ditegaskan pula tamatnya
riwayat Staatsidee integralistik sebagai pengalas negara yang berdasarkan
UUD 1945".

_-;’sebagal tmk tolak yang sahlh daiam rangké”penggunaan penafszran hlstoras
‘dalam . menafsxrkan UUD 1945 Sepan)ang penelusurannya Marsﬂlam
! mengatakan babwa penggunaan konsep mtegrahstxk dalam penafsiran yuD
untuk per‘tama kaimya digunakan oleh ‘Abdul Kadir Besar. SH pada tahun
_'1972 walaupun Penggunaannya 1 masih bersifat terbatas Sampal tahun 1980-
“an, penggunaan itu pun masih belum meluas, seperti yang terlihat dalam era
_'tahun 1990-an, Penggunaan istilah "integralistik® yang kemudian muncul
-dalam tuhsan—tuhsan Prof. Padmo Wahjono terutama dalam kaitannya dengan
materi hak asasi manusia bagi Marsillam telah merupakan suatu penaf31ran
baru, dengan isi yang baru pula, yang nampaknya berbeda dengan maksud
Prof. Soepomo. Cara demikian, menurut Marsillam, "tidak tergolong dalam
tafsiran sejarah (interpretasi historis) dalam hukum, tetapi merupakan
argumen atau tafsiran politik masa kini atau pada suatu saat tertentu”.
Meambaca tujuh bab karya Marsillam Pandangaen Megara Integralistik
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mx mﬂmaﬂg iarasa. menaﬁ%{ dan mezad@mna ,‘g:ia untuk’ melakukan’ studi'
uiang terhaddp dokumen-do?umm higtoris pﬂnyusman UUD 1945; serta
pandangan—pandanga para anh hukum tatanevara yang berkembang hingga
sekaiang Namam kes,uhfan kita' dalam ‘mendiskusikan kembali - masalah-
masalah ini %&Lﬁu sa}a ‘iar‘%)enfur kepada sumber-sumber . primer “yang
berhubungdn’ dengan Proses penyusuna'l UuD’ 1945 itu. Sep&rtx diketahui;
dokumsn—dakumen oTising '_entang it izm; tak tahu lagi di mana mmhanya, :
bahan bahan dari buku. Muhammad -
Yam yzmg i %;ﬂnaj meagan{ium mnyak cacat dan’ ceianya Karena m;
perdeb ian mengena: ‘masalah ini namp&kﬁya memdng takkan berakhir. "
R Ea, yang juga pa‘m* dis ayangkan ‘dalam karva ini Marsillam ‘i}emm
sempat memberikan ‘pandangannya terhadap  karya-karya ilmiah” vang
cendéning "membela” pandangan m‘ceg-ahst;k. Ia ‘memang menyinggung
karya-karya Prof. Padmo Wahjono. Tetapi’ terhadap karya lain, misainya
disertasi A. Famld S. Antamini yang telah d;pertahankan beherapa tahun
eebelum Mdfsﬂiam menerbitkan karyaaya serta beberapa publikasi BP7
mengenai masalah ini agaknya patut juga dipertimbangkan sebagai sisi
pandﬂng yzmg 1am mengena= posxsi sizaa?szdee nteﬂraitstlk '
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“Maii'and Wire Frauds. fby Laura A. Eilers and Harvey B. Salzkovxtz
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' PDH-FHUI

‘Cuuntry ta have a'graat. ter 1-5 hke havmg a sewnd gevemnment
hat is why no regime. “has ever loved great writers, -only minor ones
. hadzmn seorang penulzs besar bagi. Sebuah negara:, sama. dengan keﬁaa’zran-
emenntah kedun, Tty mokonya HHdak pemah ada i rejim yanng serzang dengan '
kefzadzmn pemalzs penul;s besar kecualz penulzs kecil. "
. % i Wy REE 4 Alexamier Sﬁizhemisyn (1918 )]

;;-ﬂmt'is the great faﬂacy, ﬁm Wksdem oi' old men. Th@y do
not. grow . wase; 'hey--'gmw carei‘ui “Ada kekeliruan besar
mengefzaé ehijaksanaan - orang . ‘tua. Mereka zzdak beﬂambah

ffaksana melamkan ben‘ambah haz‘z~izatz

Kiemgway 1898;’* %1}
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